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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Ditinjau dari hukum positif pengawasan dan penertiban Alat Peraga 

Kampanye telah sesuai Peraturan PKPU Nomor 33 Tahun 2018 

Tentang Kampanye Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 33 

tahun 2018 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum. Pengawasan 

dilakukan dengan cara pencegahan dan penindakan. Pencegahan 

dilakukan sebelum adanya pelanggaran, dalam melakukan pencegahan 

Bawaslu melakukan sosialisasi dan pendidikan peserta pemilu melalui 

acara yang mengundang Organisasi Masyarakat, Organisasi 

Kepemudaan, Organisasi Mahasiswa, dan partai politik (caleg) tim 

kampanye. Penindakan yang dilakukan Bawaslu dilakukan setelah 

terjadi pelanggaran, hal ini terbukti Bawaslu telah menemukan 112 

Alat Peraga Kampanye yang melanggar, dan Bawaslu juga 

mengirimkan surat rekomendasi penertiban APK kepada Satpol PP. 

Penertiban Alat Peraga Kampanye dilakukan dengan cara pemantauan 

yang terdiri dari 10 personil setiap harinya, yaitu pemantauan terhadap 

APK dari calon/peserta pemilihan umum yang terpasang. Satpol PP 

melakukan penurunan dan pembersihan pada Alat Peraga Kampanye 
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yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan berdasarkan 

surat rekomendasi dari Bawaslu.  

2. Ditinjau dari hukum Islam, pengawasan dan penertiban Alat Peraga 

Kampanye telah sesuai  dengan ketentuan dikarenakan dengan adanya 

pengawasan dan penertiban maka lingkungan terhindar dari kerusakan 

dan keindahannya tetap terjaga. 

 

B. Saran  

1. Bagi Pemerintah 

Mengenai masalah terkait pengawasan dan penertiban Alat Peraga 

Kampanye di Tulungagung yang mengganggu keindahan kota 

penyebab sampah visual dan agar terjadinya ketertiban saat kampanye 

pemilu untuk pemerintah diharapkan meregulasi Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 33 tahun 2018 dan Peraturan Bupati Nomor 

49 Tahun 2017 lebih tegas kepada yang melanggar agar para 

pelanggar merasakan efek jera sehingga penyelenggara Alat Peraga 

kampanye akan bisa mentaati aturan. 

2. Bagi Penyelenggara APK 

Hendaknya hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan bagi Penyelenggara APK agar mematuhi aturan 

agar tidak merusak lingkungan dalam pelaksanaan kampanye pemilu 

dan selalu mematuhi aturan. 

3. Bagi Akademik 
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Hendaknya hasil penelitian ini dapat dijadikan masukan dalam 

pengembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai pengawasan 

dan penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Tulungagung. 

4. Bagi Peneliti selanjutnya 

Temuan dalam Penelitian ini membahas tentang pengawasan dan 

penertiban APK dalam pemilihan umum tahun 2019 di kabupaten 

Tulungagung. Hendaknya penelitian ini dapat dijadikan rujukan untuk 

peneliti selanjutnya terkait sanksi pemasangan APK yang tidak sesuai 

dengan peraturan. 

 

 

 




